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Penyusunan Buku Panduan Praktis Implementasi NUA

Merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Pemerintah
Indonesia untuk mengimplementasi NUA

COMMITMENT

A Sebuahupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam

membuat kesepakatandalam NUA menjadi lebih praktis untuk
dipahami dan diimplementasikan di tingkat lokal
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Seri Buku Panduan Praktis Implementasi NUA

Buku 1 Pengantar Agenda Baru Perkotaan

Buku 2 Panduan Praktis: Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar

Buku 3 Panduan Praktis: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan o
Buku 4 Panduan Praktis: Tata Kelola Perkotaan

Buku 5 Panduan Praktis: Transportasi dan Mobilitas Perkotaan

Buku 6 Panduan Praktis: Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan o1

Buku 7 Panduan Praktis: Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan

Buku 8 Panduan Praktis: Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat
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Metodologi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi NUA
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1) Urbanisasi: Tantangan dan Peluang Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2)  NUA sebagai Agenda BersamaPembangunan Perkotaan
3) VisiBersama

4y Prinsip & Komitmen

5) ParadigmaBaru

6) Pentingnya Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional
7) TahapanPenyusunanPanduan Praktis

8) Prinsip Pembangunan Perkotaan

9) Sistematika Panduan Praktis

10) Langkah-langkah untuk Pelaku Perkotaan

11) Lampiran: Terjemahan NUA
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1. Urbanisasi: Tantangan dan Peluang Pembangunan Perkotaan
Berkelanjutan

A Urbanisasimenjadi fenomena yang tak Perkembangan Penduduk
terhindarkan Perkotaan di Indonesia
2015 2035
A Urbanisasisemakin meningkatkan tekanan HHHHHHH”HHHH BRR R EREEE DR REEEE DR
- &R R R E DR DR
bagi para pel_wgelola kota untuk FERRRRRRFERFRRRRRRRFEREE  FDREEREERRE DR B DD DD
menyediakan infrastruktur dan pelayanan teeteReefeeeRRRERRERRRRE  ARRRRRRRRARRRRARRRRRPRAD
rTrrTYTTTARTAATTCTTTAATTION rTerrTTTTETTATTATTATTONTTENN
dasaryang merata FERRRRRRFEFFRRRRRRFFRRRE  ARRERRRARREFERTF DR EFRE AP

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A Akan tetapi, urbanisasijuga merupakan FERRRRRRFERFRRRRRRFFRRGE  FRRFRRRARRFFRRTFRREFRE AP

’ _ dhbbbhbRFEEEERRRRRRREREE  FRRERREARREFERE DR DR

sebuah peluang untuk meningkatkan phiddRRERRERERRRRRARRERE  RRRRRRRRRRDDRRRERAIIIITG
perekonomian nasional dan kesejahteraan ® etotn @ poceran ® Perean ® padessn

masyarakat Sumber: BPS, 2012
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2. NUA sebagai Agenda Bersama Pembangunan Perkotaan
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3-5. Visi Bersama, Prinsip dan Komitmen , Paradigma Baru

Prinsipdan Komitmen ParadigmaBaru

A Kota untuk Semua

A Hak dan Peluang yang Sama
Bagi Semua

A Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan

A Tidak Menelantarkan
Seorangpun

A Ekonomi Perkotaan yang
Inklusif dan Berkelanjutan

A Keberlanjutan Lingkungan
Hidup

A Pembangunan Perkotaan dan
Wilayah

A Tata Kelola Pemerintahan dan
Multiaktor

A Berorientasi kepada Manusia
dan Responsifternadap Usia
dan Gender
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6. Pentingnya Kebijakan Perkotaan Nasional

A Lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia tinggal di
kawasanperkotaan. Hal ini menyebabkan urbanisasi
sebagaisalah satu kekuatan transformatif dan berdampak
pada pembangunan perkotaan dan wilayah di Indonesia.

A Banyakpersoalan perkotaan yang tidak dapat diselesaikan
di tingkat lokal, karena sumber daya dan kapasitaslokal
yang seringkali terbatas.

A NUA sangat mendorog pemerintah pusat untuk menyusun
dan mengembangkan kebijakan pembangunan
perkotaan nasional (NUA Paragraf81, 86, 92,dan 130).

A DiIndonesia, Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Perkotaan Nasional Tahun 2012-2045 sudah disusun oleh
Kementerian PPN/Bappenas Namun, dokumen ini belum
mendapatkan kejelasan status hukum dan dukungan
kelembagaan .

oWe recoghni

realization of the transformative
commitments set out in the New
Urban Agenda will require

enabling policy frameworks at

the national, subnational and
| oc al

(Paragraph 81 NUA)

PRINSIP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKOTAAN NASIONAL

1. Kesetaraan
2. Partisipasi
3. Principle of subsidiarity
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o Identifikasi urusan

pemerintahan
(UU No. 23 Tahun 2014)

© ldentifikasi prinsip

Perkotaan
(Dokumen DeklarasiNUA)

Komponen

perkotaan
(7 komponen )

Prinsip perkotaan
(7 prinsip )

7 KOMPONEN PERKOTAAN

KajianNUA é‘?p&
tiap B i D
komponen %@Bﬁq

A Kajianliteratur

A Peraturandan
kebijakan

A Pembelajaran
terdahulu

Panduan
Praktis

7 seriPanduanPraktisNUA +
1 BukuPengantar
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8. Prinsip Pembangunan Perkotaan
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®
Inklusif dan Efektif , efisien, dan Terpadu Aman, nyaman,
partisipatif produktif dan berketahanan

ih & @

Responsif gender Mudah diakses dan Transparan dan
dan usia terjangkau akuntabel
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O. Sistematika Panduan Praktis

SERI JUDUL/KOMPONEN

Buku 1 Pengantar Agenda Baru Perkotaan

Buku 2 Panduan Praktis: Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar

Buku 3 Panduan Praktis: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan

Buku 4 Panduan Praktis: Tata Kelola Perkotaan

Buku 5 Panduan Praktis: Transportasi dan Mobilitas Perkotaan

Buku 6 Panduan Praktis: Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
Buku 7 Panduan Praktis: Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan
Buku 8 Panduan Praktis: Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat
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10. Langkah -Langkah untuk PelakuPerkotaan

KebijakanPerkotaan

Perlu adanya komitmen kebijakan dan strategi perkotaan di tingkat
nasional terkait pembangunan kawasan perkotaan agar proses

1. )
Nasional pembangunarperkotaandapatlebihterarah
Aturan dan undangundang perkotaan yang inklusif terkait perkotaan
5 AturandanUndangundang  iputuhkanagarprosespembangunarperkotaanmemiliki landasanhukum
Perkotaan yangjelasdantegas
_ Perencanaardan desainperkotaanperlu berorientasipada manusia serta
Perencanaardan Desain . . .
3. terpadudandapatmenyediakarruangruangpublik yangmemadai
Perkotaan
EkonomiPerkotaandan Kebijakan pembangunanperkotaan harus mampu menciptakan peluang
4.

PembiayaarPerkotaan

ekonomisertadapatmemberikanpemasukarbagidaerah

Pembangunarfisik
Perkotaan

Pembangunatrfisik kota perlu melalui pertimbanganyangmatangagarkota
dapatmemberikankesejahteraarbagisemua

Sumber: UN-Habitat, 2016
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Membangun KetahananKota yang BerwawasanLingkungan

KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
MEMBANGUN KETAHANAN KOTA YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN
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Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan

dVlemastikan keberlanjutan lingkungan hidup , dengan mendorong energi bersih, pemanfaatan lahan dan

sumber daya yang berkelanjutan pada pembangunan kota; serta melindungi ekosistem dan
keanekaragaman hayati , termasuk mengadopsigaya hidup sehatyang harmonis dengan alam;

mendorong pola konsumsidan produksi berkelanjutan; membangun ketahanan kota ; mengurangi risiko
bencana; dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 6 buir 14.c NUA)

Pelestarian lingkungan hidup dan
tanggap bencana untuk kota yang:

A EFEKTIEFISIENdan PRODUKTIF
A TERPADU
A  AMAN, NYAMAN, dan BERKETAHANAN

AIRBERSIHDAN
SANITASILAYAK
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